SALINAN

WALIKOTA MAKASSAR

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR : 32 Tahun 2012

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMCR 9
TAHUN 2011 TENTANG PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN
PRASARANA, SARANA, UTILITAS PADA KAWASAN INDUSTRI,
PERDAGANGAN, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Menimbang: a.

Mengingat : 1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MAKASSAR,

bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Makassar
Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyediaan dan Penyerahan
Prasarana, Sarana, Utilitas pada Kawasan Industri,
Perdagangan, Perumahan dan Permukiman (Lembaran
Daerah Kota Makassar Tahun 2011 Nomor 9), maka
dipandang perlu menetapkan pelaksana peraturan tentang
Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana, Utilitas
pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan
Permukiman;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan
Walikota Makassar.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Dacrah-daerah Tingkat I di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1247);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rebublik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubzhan kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 . Tahun 2004 tentang
pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesta
Tahun 2004 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);



10.

11.

12,

. Undang-Undang Nemor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Nergara Republik Indonesia
Nomor 4484);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, tentang Perumahan

dan Permukiman ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nemor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 5188);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011, Nomor 28, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

. Peraturan Pemerintah Nomer 51 Tahun 1971 tentang

Perubahan Batas - Batas Daerah Kotamadya Makassar Dan
Kabupaten — Kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene dan
Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi
Selatan [ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971,
Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2970);

. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang

Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota
Makassar Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 199¢ Nomor
193);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang
Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat
Pemakaman ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1987 Nomor 15, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3350 J;

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah
Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988
Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Neomor 3372 );

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4532 );
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Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota Gedung ([ Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833 ),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34/Permen/M/2006
Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan
Keterpaduan Parasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Kawasan
Perkotaan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Menteri Negera Perumahan Rakyat Nomor
11 /PERMEN/M/2008 tentang Pedoman Keserasian Kawasan
Perumahan dan Permukiman;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang
Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, Utilitas Perumahan
dan Pemukiman di Daerah.

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat
Daerah Kota Makassar {Lembaran Daerah Kota Makassar
Nomor 3 Tahun 2009) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2011
tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3
Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun
201 1Nomor 2);

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2011
tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Barana,
Utilitas pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan
Permukiman (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2011
Nomor 9).



Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PENYEDIAAN DAN
PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, UTILITAS PADA
KAWASAN INDUSTRI, PERDAGANGAN, PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN

Pasal 1

Melaksanakan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2011 tentang
Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana, Utilitas pada Kawasan
Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman (Lembaran Daerah Kota
Makassar Tahun 2011 Nomor 9).

Pasal 2

Memerintahkan kepada :

1. Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar;

2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar;

3. Kepala Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar;

4. Kepala BAPPEDA Kota Makassar;

5. Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Makassar; dan
6. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Makassar.

untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kota Makassar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota

Makassar.

Ditetapkdph di Makassar
pada tangefl 25 -quli 2012
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